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•	 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
(Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kemenkominfo) telah 
menyusun indeks literasi digital untuk menilai 
kondisi literasi digital nasional, memetakan 
kompetensi digital penduduk Indonesia, 
dan mengembangkan kerangka kerja guna 
mengukur literasi digital di 34 provinsi di 
Indonesia. Indeks ini akan membantu Ditjen 
Aptika untuk menyediakan pelatihan literasi 
digital kepada 50 juta warga Indonesia pada 
2024, sebagaimana tertuang dalam Rencana 
Strategis (Renstra) Kemenkominfo tahun 2020-
2024.

•	 Indeks literasi digital ini menggunakan 
instrumen penilaian diri (self-assessment) 
untuk mengukur kompetensi-kompetensi 
literasi digital utama, seperti pengetahuan 
dan kemampuan untuk mengoperasikan 
alat-alat digital. Namun, terdapat isu 
ketidakakuratan teknis dan operasional dalam 
metode penilaian ini. Akibatnya, Ditjen Aptika

	 tidak dapat mengidentifikasi keterampilan-
keterampilan spesifik yang kurang dikuasai 
warga Indonesia atau segmen masyarakat 
yang membutuhkan lebih banyak dukungan 
literasi digital. Persoalan ini menghambat 
pengembangan program pelatihan literasi 
digital yang efektif dan tertarget. 

•	 Melihat keterbatasan  metode  penilaian  
diri   (self-assessment), Ditjen Aptika perlu 
menggunakan penilaian berbasis kinerja 
untuk mengevaluasi kompetensi teknis dan 
operasional dalam digital skill dan pengetahuan 
terkait aspek literasi digital lainnya, seperti 
digital safety, digital culture, dan digital ethics. 
Penilaian berbasis kinerja dapat mengevaluasi 
hasil berbagai tugas yang disimulasikan 
dengan menggunakan perangkat lunak 
untuk menilai kemampuan mengoperasikan 
perangkat keras (komputer) dan perangkat 
lunak (contoh: peramban web, surat elektronik, 
pengaturan virus/privasi), serta pengetahuan 
terkait komponen literasi digital lainnya
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	 (misalnya, digital safety). Ditjen Aptika perlu 
mempertimbangkan Penilaian Literasi 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
iSkills (iSkills Assessment for ICT Literacy) 
yang dikembangkan oleh Educational Testing 
Service (ETS) karena skenario-skenario 
yang dinilai sesuai dengan tugas-tugas yang 
ditetapkan sebagai indikator dalam pilar digital 
skills dalam indeks literasi digital. 

•	 Untuk mengevaluasi kemampuan mengenali 
berita palsu secara akurat, Ditjen Aptika dapat 
membuat pengguna mengategorikan mana 
judul berita yang salah dalam sekumpulan 
judul acak. Hal ini akan membantu Ditjen 
Aptika meningkatkan reliabilitas penilaian dan 
mengurangi kemungkinan pengguna hanya 
menebak-nebak. Uji kemampuan membedakan 
(discernment ability test) yang dikembangkan 
oleh Benjamin A. Lyons dapat dijadikan acuan. 

•	 Ditjen Aptika seyogianya menyediakan opsi 
penilaian berbasis kertas (paper-based) untuk 
mengevaluasi digital skill maupun kemampuan 
mengidentifikasi berita palsu sebagai solusi 
keterbatasan akses perangkat keras dan 
internet di sejumlah daerah di Indonesia. Ditjen 
Aptika dapat mengacu kepada Uji Literasi 
Teknologi dan Informasi (Test of Technological 
and Information Literacy atau TILT) yang 
menguji tujuh komponen literasi TIK yang 
tercakup dalam iSkills Assessment ETS untuk 
mengembangkan penilaian berbasis kertas ini. 

•	 Evaluasi keterampilan lunak (soft skills), seperti 
digital culture dan digital ethics, cocok dengan 
penilaian penilaian diri. Teknik kualitas data, 
seperti teknik klaim berlebihan (overclaiming), 
perlu diterapkan untuk memperbaiki 
metodologi penilaian mandiri yang digunakan 
oleh Ditjen Aptika.

 •	 Ditjen Aptika perlu mengembangkan analisis 
diferensial untuk kelompok masyarakat 
perdesaan dan anak-anak usia sekolah 
yang mengidentifikasi berbagai tantangan, 
keterampilan, dan kapasitas unik setiap target 
demografi tersebut. Informasi ini akan menjadi 
dasar pengembangan program-program 
pelatihan dan dukungan literasi digital tertarget 
untuk memenuhi kebutuhan literasi digital 
segmen-segmen masyarakat yang beragam 
dan rentan. 

•	 Ditjen Aptika dapat memanfaatkan wawasan 
dari indeks dengan menggunakan data indeks 
untuk menilai kinerja tahunan pemerintah 
daerah dalam meningkatkan literasi digital. 
Dari penilaian kinerja inilah jumlah anggaran 
untuk daerah dapat dialokasikan. Kebijakan 
ini akan mendorong pengembangan inisiatif 
dan strategi literasi digital yang inovatif dan 
tertarget serta memotivasi para pemangku 
kepentingan untuk mempertahankan kinerja 
yang baik pada indeks. 
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1 Wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) terdiri atas 62 kabupaten yang diidentifikasi sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dibandingkan 
dengan rata-rata nasional. Indeks 2022 mencakup kesemua 62 kabupaten dalam bagian analisisnya untuk wilayah 3T. 
2 Keterampilan digital mengacu kepada kompetensi terkait kesadaran, keterbiasaan, dan kemampuan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, 
dan sistem informasi digital. Etika digital ditentukan berdasarkan kesadaran dan kemampuan seseorang dalam menerapkan netiket dalam kehidupan 
sehari-harinya. Keamanan digital mengacu kepada kemampuan pengguna mengenali, menganalisis, dan mempertimbangkan berbagai komponen 
keamanan digital serta kesadaran akan perlindungan data pribadi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya digital mengacu kepada 
kemampuan seseorang dalam membaca, mengenali, dan mengembangkan pemahaman nilai-nilai nasional yang terdapat pada Pancasila dan Bhinneka 
Tunggal Ika dalam aktivitas digitalnya dan berkontribusi terhadap digitalisasi budaya melalui penggunaan TIK. 
3 Toolkit G20 ditambahkan untuk memperkuat pilar keterampilan digital dengan memasukkan aspek-aspek pemberdayaan (kemampuan menggunakan 
keuangan digital dan lokapasar), sedangkan indikator Literasi terkait komunikasi dan berpikir kritis, perilaku dan kebiasaan alat-alat digital, dan 
keamanan (perlindungan data pribadi) ditambahkan untuk melengkapi indikator budaya digital, keamanan digital, dan keterampilan digital.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 
telah menekankan pentingnya peran literasi digital masyarakat Indonesia dalam mendorong transformasi digital 
negeri ini (Kemenkominfo, 2021a). Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo 2020–2024, Kemenkominfo 
menetapkan literasi digital sebagai program prioritas dan melimpahkan mandat kepada Ditjen Aptika untuk 
menyediakan program literasi digital kepada 50 warga Indonesia pada 2024 (Kemenkominfo, 2021b; Ditjen Aptika, 
2021).  Demi mencapai tujuan ini, Ditjen Aptika menyusun indeks literasi digital pada 2020 untuk menilai kondisi 
literasi digital nasional, memetakan kompetensi digital penduduk Indonesia, serta mengembangkan kerangka 
kerja untuk mengukur literasi digital di 34 provinsi di Indonesia (Kemenkominfo & Katadata Insight Center, 2020). 
Sebuah survei yang dilakukan secara nasional dilaksanakan pada Agustus 2020 untuk memenuhi upaya ini dan 
mengonversikan temuan-temuannya menjadi skor indeks 2020. Survei ini dilakukan kembali pada 2021 dan 
2022 untuk memantau perkembangan literasi digital dari tahun ke tahun. 

Indeks literasi digital menyasar penduduk Indonesia pengguna internet berusia 13 hingga 70 tahun. Indeks tahun 
2021 dan 2022 memiliki ketentuan yang lebih spesifik, yakni bahwa responden harus mengakses internet dalam 
tiga bulan terakhir untuk berpartisipasi dalam survei. Setiap tahun, hasil survei menunjukkan profil responden 
yang serupa: mayoritas adalah penduduk dewasa berusia antara 18 dan 70 tahun dengan proporsi laki-laki 
dan perempuan yang hampir seimbang. Survei tahun 2020 dan 2021 memperlihatkan proporsi yang hampir 
seimbang juga antara responden perkotaan dan perdesaan. Hal ini tidak tampak pada survei 2022 yang memiliki 
bagian analisis tersendiri untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi tidak memberikan informasi 
mengenai persentase responden perkotaan dan perdesaan yang disurvei.1  

Indeks literasi digital menggunakan metode pengambilan sampel acak multitahap (multistage random sampling) 
untuk memilih responden dari setiap rumah tangga, dengan proporsi responden per provinsi ditentukan 
menggunakan sistem Klasifikasi Perdesaan dan Perkotaan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 
Survei dilaksanakan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner yang mengukur empat pilar literasi 
digital: digital ethics (netiquette, tata krama di ruang digital), digital safety (perlindungan data dan keamanan 
internet), digital skill (kompetensi digital), dan digital culture (kewarganegaraan di internet) menggunakan skala 
1 hingga 5 (lihat catatan kaki untuk penjelasan).2 Indikator pengukuran pilar didasarkan pada Kerangka Referensi 
Global Keterampilan Literasi Digital (A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills) dari UNESCO, dan 
indeks 2022 juga memadukannya dengan Paket Informasi Pengukuran Keterampilan Digital dan Literasi Digital 
G20 (G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy: Framework and Approach).3  

Meski telah mengalami berbagai perubahan dalam hal cakupan, metodologi, dan kerangka kerja dalam tiga tahun 
pertamanya (lihat Lampiran A), indeks literasi digital masih bertujuan utama menangkap kondisi literasi digital 
masyarakat Indonesia sesuai dengan mandat Ditjen Aptika (Wawancara dengan Koordinator Program Literasi 
Digital Nasional, 2023). 

Gambaran Umum Indeks Literasi Digital 
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Mengkaji dan Menginterpretasikan Skor-Skor Indeks Saat Ini – Menjelaskan Kondisi 
Literasi Digital di Indonesia 
Jika membandingkan skor literasi digital dari ketiga survei, skor literasi digital secara keseluruhan meningkat 
sedikit demi sedikit setiap tahunnya, dengan fluktuasi pada masing-masing pilar. Menurut Ditjen Aptika, skor 
indeks 2022 sebesar 3,54 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki literasi digital tingkat sedang, 
dengan skor 4,0 menunjukkan literasi digital tingkat baik (Kemenkominfo & Katadata Insight Center, 2020; 
Ditjen Aptika, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi digital secara berangsur mengalami 
kemajuan (Gambar 1). Namun, jika dilihat dari masing-masing pilar, masyarakat Indonesia tampak masih 
mengalami kesulitan dalan memenuhi indikator-indikator utama literasi digital.

Gambar 1.
Skor Indeks Literasi Digital Tahunan, Dipilah Berdasarkan Tahun dan Pilar
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Meski skor digital skill meningkat, tanggapan-tanggapan dalam survei memperlihatkan bahwa responden belum 
menguasai kompetensi-kompetensi utama dengan baik, seperti pengoperasian teknis dan pengetahuan terkait 
perangkat keras dan lunak. Hal ini dibuktikan oleh menurunnya skor penilaian ini jika dibandingkan dengan tahun 
2021 (Gambar 2).4

4 Total persentase jawaban benar dan tidak benar pada Pengetahuan tentang Perangkat Lunak untuk tahun 2021 adalah 101%. Meski secara statistik 
ini kurang tepat, data inilah yang tercantum pada laporan yang dipublikasikan oleh Kemenkominfo dan Katadata pada 2022 (Kemenkominfo & Katadata 
Insight Center, 2023).
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Gambar 2.
Penilaian atas Pengetahuan Responden Terkait Alat-Alat Digital (Indeks 2022)
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Penilaian indeks atas digital skill juga menemukan bahwa praktik-praktik yang seharusnya dilakukan dalam 
menerima informasi dan data digital, seperti pengecekan fakta dan evaluasi sumber berita/informasi belum 
banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Secara spesifik, 28% responden belum pernah memeriksa fakta 
dari informasi yang mereka peroleh secara daring, dan 16% membutuhkan bantuan untuk melakukan hal tersebut, 
sementara 28% belum pernah membandingkan berbagai sumber informasi untuk menentukan kebenaran 
informasi yang mereka terima, dan 14% membutuhkan bantuan untuk melakukan hal tersebut (Gambar 3). Hasil-
hasil ini menyoroti adanya potensi kerentanan masyarakat Indonesia terhadap misinformasi, terutama mengingat 
banyaknya risiko yang ada dalam lanskap digital Indonesia. Pada 2017 saja, Kemenkominfo mengidentifikasi 
800.000 situs aktif di Indonesia yang menyebarkan informasi keliru serta hoaks. Fakta ini menggarisbawahi 
risiko besar misinformasi pada masyarakat Indonesia (Kemenkominfo, 2017). 

Hal ini patut dijadikan perhatian seiring dengan meningkatnya permintaan akan keterampilan digital (digital 
skill) pada tenaga kerja Indonesia untuk memanfaatkan berbagai platform dan instrumen ekonomi digital secara 
efektif serta menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kemenkominfo, 2022; Negara & Meilasari-Sugiana, 
2022; SMERU Research Institute, 2022; Tinmaz et al. 2022). Demi mempersiapkan digitalisasi sektor manufaktur 
Indonesia secara lebih lanjut, Kemenkominfo memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta lebih banyak 
“talenta digital”5 (pekerja dengan literasi digital yang memadai) pada 2030 dan harus mencetak 600 ribu talenta 
digital per tahunnya melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan (Kemenkominfo, 2020). Akan tetapi, sebuah 
analisis dari The SMERU Research Institute berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menemukan 
bahwa kurang dari 1% tenaga kerja Indonesia menguasai keterampilan digital tingkat lanjut, sementara 50% 
hanya memiliki keterampilan tingkat dasar hingga menengah (BPS, sebagaimana dikutip dalam The SMERU 
Research Institute, 2022). Tingkat literasi digital yang rendah memperburuk kurangnya jumlah pekerja yang 
memiliki literasi serta kompetensi digital yang baik sehingga menghambat keberlanjutan pembangunan ekonomi 
digital Indonesia (Center for Strategic and International Studies [CSIS] Indonesia, 2022; Sapulette & Muchtar, 
2023; SMERU Research Institute, 2022). 

5 Berdasarkan program Digital Talent Scholarship (n.d.) dibawah naungan Kemenkominfo, digital talent adalah pekerja yang memilliki pemahaman serta 
kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital  dan memiliki keahlian di bidang TIK untuk turut mendukung transformasi digital Indonesia serta 
transisi ekonomi digital ke industri 4.0 (Lihat Kemenkoinfo, 2019 untuk pembahasan terkait Industri 4.0).
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Gambar 3.
Indikator-Indikator Digital Skill di Bawah Skor Nasional (Indeks 2022)6 
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Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia berada di peringkat tiga terbawah dalam 
hal keamanan dan kepercayaan internet, dan menempati peringkat ke-83 dari 100 negara dalam hal tingkat 
kepercayaan terhadap informasi dari media sosial–menunjukkan adanya kekhawatiran terkait keamanan digital 
(The Economist, 2022). Lebih dari setengah indikator dalam digital safety memiliki skor di bawah 3, lebih rendah 
jika dibandingkan dengan skor indeks digital safety nasional, yakni 3,12.7 Menurut kategorisasi dari Katadata, 
skor-skor digital safety ini menunjukkan literasi digital yang termasuk dalam kategori buruk (Kemenkominfo 
& Katadata Insight Center, 2020). Hampir 50% responden kurang memiliki kesadaran seputar praktik-praktik 
keamanan digital dasar, seperti perlindungan dari virus (Gambar 3 & Gambar 4). Kurangnya kesadaran dan 
adopsi praktik-praktik keamanan digital dasar pada responden survei menyiratkan bahwa masyarakat Indonesia 
rentan terhadap berbagai risiko yang ada pada ruang digital, seperti perangkat lunak berbahaya (malware) dan 
kejahatan siber.8  

6 Indikator-indikator digital skill yang memiliki skor di atas skor indeks digital skill nasional, yakni 3,52, adalah kemampuan mengunduh fail/aplikasi, 
kemampuan menghubungkan alat-alat digital ke internet, kemampuan mengunggah fail, dan kemampuan mencari dan mengakses data, informasi, dan 
konten media digital. Indikator lainnya yang memiliki skor di bawah skor nasional adalah kemampuan berinteraksi menggunakan berbagai teknologi 
komunikasi digital dan keterbiasaan menggunakan platform niaga-el (e-commerce). Dua indikator pada Gambar 3 dimasukkan untuk memberikan 
gambaran bagaimana indikator-indikator digital skill yang memiliki skor rendah berhubungan dengan praktik-praktik keamanan digital dasar dan literasi 
informasi. 
7 Indikator-indikator digital safety yang disebutkan dalam Gambar 3 dan Gambar 4 (urut, dari atas ke bawah) memiliki skor 2,99, 2,96, 2,91, dan 2,66 
secara berturut-turut–semua lebih rendah daripada skor indeks digital safety secara keseluruhan, yakni 3,12.
8 Dibahas lebih lanjut dalam topik literasi digital pada masyarakat perdesaan.
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Gambar 4.
Indikator-Indikator Keamanan Digital di Bawah Skor Nasional (Indeks 2022)9 

Indikator-Indikator Digital Safety
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Gambar 5.
Indikator-Indikator Digital Safety di Bawah Skor Nasional (Indeks 2022) (lanjutan)

Indikator-Indikator Digital Safety 
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9 Indikator-indikator digital safety yang memiliki skor di atas skor indeks keamanan digital nasional, yakni 3,12, adalah kemampuan menonaktifkan 
pilihan geolokasi pada alat-alat digital, kemampuan mengontrol siapa yang melihat unggahan media sosial, dan penggunaan gabungan angka, huruf, dan 
karakter khusus atau tanda baca. Indikator-indikator dengan skor di bawah skor indeks nasional tertera pada Gambar 4 dan 5.
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Representasi Kelompok-Kelompok Rentan – Implikasi untuk Program-Program Literasi 
Digital Ditjen Aptika 
Indeks literasi digital telah memperlihatkan kemajuan maupun tantangan dalam pengembangan literasi digital di 
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk memperbaiki literasi digital harus terus dilanjutkan. 

Ditjen Aptika bertujuan memperluas jangkauan program-program literasi digitalnya, dan indeks literasi digital 
ini akan digunakan untuk mengevaluasi keefektifan program serta mengidentifikasi hambatan-hambatan 
dalam mewujudkan literasi digital di seluruh Indonesia untuk pengembangan program di masa mendatang 
(Kemenkominfo & Katadata Insight Center, 2021; Wawancara dengan Koordinator Program Literasi Digital 
Nasional, 2023). 

Namun, analisis dalam indeks ini tidak cukup membedakan segmen-segmen masyarakat, bahkan mereka yang 
telah diidentifikasi membutuhkan lebih banyak dukungan literasi digital. 

Anak-anak merupakan kelompok paling rentan dalam ruang digital Indonesia yang berisiko terpapar konten 
negatif, membuat mereka menjadi target demografi yang penting (Wendratama et al., 2021). Akan tetapi, 
metodologi indeks menggabungkan anak-anak usia sekolah, mahasiswa, guru, dan pengajar pendidikan tinggi ke 
dalam kelompok “sektor pendidikan” dengan satu skor indeks literasi digital.10 Kurangnya diferensiasi responden 
dalam analisis indeks mengabaikan berbagai kebutuhan dan kemampuan kognitif yang bersifat spesifik yang 
membedakan literasi digital anak-anak dari orang dewasa (Soon et al., 2022). Alhasil, indeks ini tidak dapat 
menilai kompetensi digital anak-anak secara menyeluruh. 

Masyarakat perdesaan Indonesia juga telah diidentifikasi membutuhkan perhatian lebih, tetapi indeks literasi 
digital hanya membandingkan skor literasi digital untuk wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur, serta skor 
literasi digital setiap provinsi. Tidak ada perbedaan skor yang signifikan menurut perbandingan ini sehingga 
penilaian berdasarkan skor saja tidak dapat memberikan wawasan yang spesifik terkait tantangan, kebutuhan, 
dan kinerja masyarakat perdesaan dalam hal literasi digital. Indeks terkini tidak menguraikan secara spesifik 
persentase responden survei perkotaan dan perdesaan, sementara kinerja responden pada pilar literasi digital 
individu juga tidak membedakan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, masyarakat perdesaan memiliki tingkat konektivitas digital yang 
lebih rendah. Mereka membentuk 58% masyarakat Indonesia yang hidup tanpa akses internet (UNICEF, 2021), 
meski jumlahnya hanya 43% dari keseluruhan populasi (BPS, 2022; Bank Dunia, 2021). Studi-studi kasus pada 
sekolah di perdesaan dan pada tingkat desa di Indonesia menggarisbawahi kurangnya akses terhadap perangkat 
keras dasar (contoh: komputer, ponsel cerdas) serta keterampilan digital dan keterbiasaan menggunakan 
teknologi digital. Kelemahan-kelemahan ini menjadi penghalang bagi masyarakat perdesaan untuk menerima 
manfaat transformasi digital (UNICEF, 2021; Nababan & Imron, 2022; Onitsuka et al., 2018; Zulvia & Harahap, 
2022). Secara keseluruhan, kurangnya akses terhadap perangkat digital dan konektivitas, serta rendahnya 
tingkat keterampilan digital, memperlebar kesenjangan literasi digital di daerah-daerah perdesaan Indonesia 
(Jayanthi & Dinaseviani, 2022). 

10 Siswa dan guru diberi pertanyaan survei yang berbeda dan memberi tanggapan tingkat kepuasan dengan adopsi teknologi yang sangat berbeda. 
Siswa hanya ditanyai tentang tingkat kenyamanan menggunakan alat-alat digital di sekolah dan tidak ditanyai tentang tingkat kompetensi mereka dalam 
menggunakan alat-alat tersebut secara keseluruhan (Kemenkominfo & Katadata, 2023, hlm. 46–9).
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Di samping itu, masyarakat perdesaan juga dihadapkan dengan masalah-masalah keamanan digital, seperti 
kejahatan siber, penipuan, dan hoaks. Upaya-upaya untuk memerangi dampak-dampak negatif penggunaan 
internet pun telah dikerahkan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
[Kemendes PDTT], 2021; Nababan & Imron, 2022; Rosyidah & Warisaji, 2022). Kemendes PDTT juga mengutarakan 
kekhawatiran terkait kurangnya keterampilan literasi digital dan informasi seputar literasi digital pada tingkat 
desa. Hal ini menghalangi proses digitalisasi dan adopsi teknologi oleh para kepala desa (acara oleh Katadata 
Insight Center & Kemenkominfo, 2023). Bank Dunia (2021) melaporkan bahwa hanya sekitar 10% dari 74.957 
desa di Indonesia telah terdaftar dalam Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) dari Kemendes PDTT. 
Rendahnya persentase ini menunjukkan urgensi pengembangan literasi digital guna mendukung digitalisasi di 
daerah perdesaan. 

Kriteria partisipan survei indeks 2021 dan 2022 mengecualikan orang-orang yang tidak mengakses internet 
dalam tiga bulan terakhir. Pengecualian ini dapat menghalangi penilaian yang komprehensif atas literasi digital 
serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat perdesaan dan terpencil di Indonesia. 

Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengemukakan pendapat yang serupa terhadap indikator 
“akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)” yang dikembangkan untuk G20 Toolkit 
for Measuring Digital Skills and Digital Literacy dan menyatakan bahwa indikator ini tidak cukup menangkap 
kesenjangan digital antardaerah yang ada. Rumah tangga perkotaan dua kali lebih banyak mengakses alat-
alat digital dan internet daripada rumah tangga perdesaan (CSIS Indonesia, 2022). Bank Dunia pun menyoroti 
tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat perdesaan Indonesia. Keterampilan digital yang buruk serta 
hambatan akses internet dan perangkat keras membatasi perluasan layanan logistik elektronik, adopsi 
pembayaran uang digital, dan pengembangan dan penyelenggaraan layaan-layanan krusial, termasuk inisiatif-
inisiatif digitalisasi pemerintahan, teknologi pendidikan (edtech), dan teknologi kesehatan (healthtech) di luar 
daerah-daerah perkotaan di Indonesia (Bank Dunia, 2021). 

Indeks literasi digital meliputi analisis khusus untuk wilayah-wilayah 3T yang menguraikan kompetensi dan 
kinerja dalam aspek-aspek literasi digital, tetapi analisis ini hanya dilakukan pada 62 kabupaten yang diidentifikasi 
sebagai kabupaten 3T. Analisis yang dilakukan hanya pada wilayah-wilayah 3T mengabaikan masyarakat 
perdesaan di daerah lainnya. Jumlah populasi perdesaan di Indonesia cukup besar, yaitu 43% dari keseluruhan 
jumlah penduduk (BPS, 2022; Bank Dunia, 2021). 

Sebuah langkah harus diambil untuk membedakan masyarakat perdesaan dalam penilaian indeks, yakni guna 
meningkatkan kapasitas program-program pelatihan literasi digital tertarget dan memperluas relevansi indeks. 
Literasi digital dan digitalisasi harus didukung pada tingkat desa demi mendorong pembangunan ekonomi 
perdesaan serta resiliensi masyarakat lokal (Cao et al., 2022). Digitalisasi tata kelola pemerintahan desa juga 
akan mengefektifkan dan memperluas penyaluran berbagai barang dan jasa publik utama yang bersifat vital 
(contoh: layanan kesehatan, pendidikan) (ibid).
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11 SiBerkreasi (Gerakan Nasional Literasi Digital) muncul pada 2019 sebagai gerakan nasional untuk memerangi penyebaran konten negatif di internet 
melalui hoaks, perundungan siber, dan radikalisme daring. Gerakan ini mengadvokasikan pengintegrasian literasi digital ke dalam kurikulum formal dan 
mengembangkan berbagai modul pelatihan tentang literasi digital (Kemenkominfo, 2019). 

Menggunakan Data Indeks: Langkah-Langkah 
untuk Mencapai Dampak Jangka Panjang

Bagian sebelumnya menelaah bagaimana indeks literasi digital menggabungkan analisis hasil dan skor indeks 
berbagai segmen masyarakat yang mengabaikan kebutuhan dan konteks spesifik literasi digital anak-anak dan 
masyarakat perdesaan. Supaya dapat secara efektif mengembangkan, menyediakan, serta mengelola pelatihan 
keterampilan digital, pemerintah membutuhkan data yang akurat dan representatif terkait kondisi literasi digital.
 
Metodologi yang lebih baik diperlukan untuk memperoleh informasi ini dengan mengukur secara menyeluruh 
sebesar apa kesenjangan keterampilan pada masyarakat serta mengidentifikasi letaknya (Chetty et al., 2018). Hal 
ini akan memungkinkan Ditjen Aptika memenuhi komitmennya untuk mengembangkan program-program literasi 
digital berbasis bukti (Wawancara dengan Koordinator Program Literasi Digital Nasional, 2023). 

Guna menciptakan dampak yang lebih besar dan jangka panjang, Ditjen Aptika harus mengambil langkah-langkah 
lebih lanjut untuk mengintegrasikan temuan-temuan yang dihasilkan oleh metodologi indeks literasi digital yang 
telah diperbaiki ke dalam program-program pelatihannya. 

Dua inisiatif literasi digital Kemenkominfo, SiBerkreasi (Gerakan Nasional Literasi Digital)11 dan Program Literasi 
Digital menyasar segmen masyarakat yang luas dari semua sektor, seperti pendidikan, pertanian, perikanan, 
desa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program-program tersebut dijalankan menggunakan 
berbagai format pada platform luring maupun daring, termasuk seminar, pembimbingan singkat, lokakarya, dan 
pemutaran film (Wawancara dengan Koordinator Program Literasi Digital Nasional, 2023; Ditjen Aptika, 2022). 

Penargetan program dukungan literasi digital Indonesia yang luas telah banyak dikritik sebelumnya. Para 
pakar literasi digital merekomendasikan pendekatan yang lebih tertarget untuk memastikan bahwa kelompok 
masyarakat yang paling rentan tercakup dalam upaya literasi digital (Wendratama et al., 2021). Misalnya, 
penelitian tentang program intervensi literasi digital menemukan bahwa kelompok lanjut usia (lansia)–yang 
kurang memahami ruang digital dan mungkin mengalami penurunan kognitif–lebih cocok dengan pembelajaran 
mandiri, sementara kelompok remaja lebih menyukai bentuk pelatihan yang lebih mutakhir, praktis, serta 
interaktif untuk menjelajahi lanskap digital yang kian menjadi kompleks (Soon et al., 2022; UNICEF, 2021). 

Di samping itu, metodologi penilaian yang digunakan oleh indeks literasi digital harus diperbaiki untuk mengukur 
kompetensi digital masyarakat Indonesia secara akurat. Ketiga survei menggunakan pertanyaan-pertanyaan 
penilaian diri (self-assessment) (Katadata & Kemenkominfo, 2023, hlm.11–2). Pendekatan ini lebih hemat biaya 
dan mudah untuk diterapkan, tetapi dibatasi oleh kebergantungannya pada evaluasi subjektif individu atas 
kompetensi diri yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan mereka (CSIS Indonesia, 2022; 
UNESCO, 2019).

Dengan memperbaiki metodologi indeks untuk mengukur keterampilan digital dan kemampuan mengenali 
hoaks, Ditjen Aptika bisa mengidentifikasi secara lebih akurat keterampilan apa saja yang masih belum dikuasai 
responden dengan baik, skenario atau masalah apa yang sulit mereka atasi, segmen masyarakat mana yang 
membutuhkan lebih banyak dukungan literasi digital, dan alat digital apa yang dirasa paling sulit dioperasikan 
oleh responden.
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Penghimpunan data tambahan dari hasil survei yang lebih terpilah dari anak-anak usia sekolah dan masyarakat 
perdesaan juga membantu Ditjen Aptika mengidentifikasi berbagai tantangan spesifik di sekolah dan desa untuk 
mendorong upaya literasi digital pada dua latar tersebut. Temuan-temuan ini kemudian dapat digunakan untuk 
menentukan alat dan metode pengajaran literasi digital yang paling efektif untuk meningkatkan literasi digital 
pada segmen masyarakat yang berbeda-beda. Pembuat kebijakan dan pelatih digital pun bisa mengembangkan 
program pelatihan untuk menutup kesenjangan keterampilan digital dan menyesuaikannya dengan kebutuhan 
pasar tenaga kerja supaya kelompok-kelompok ini dapat memenuhi permintaan ekonomi digital yang kian 
berkembang (Chetty et al., 2018).

Ditjen Aptika menyadari bahwa dibutuhkan kerja sama untuk memperluas dampak program literasi digital 
nasional (Wawancara dengan Koordinator Program Literasi Digital Nasional, 2023; Kemenkominfo, 2023). Dengan 
membedakan penilaian literasi digital berdasarkan beragam kelompok penduduk, kementerian dan aktor-aktor 
literasi digital lainnya bisa menyusun program-program yang lebih terfokus sehingga memperluas kerja sama 
antara Ditjen Aptika dan para pemangku kepentingan. 

Misalnya, Ditjen Aptika dapat membantu Kementerian, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 
dalam memperkuat program-program pelatihan literasi digital yang ada dengan mengintegrasikan temuan 
terkait kondisi literasi digital yang berdampak terhadap sektor pendidikan (misalnya, anak-anak usia sekolah, 
mahasiswa, guru, dosen) ke dalam rencana programnya. Integrasi ini akan memungkinkan Kemendikbudristek 
untuk menargetkan dukungan digitalisasi sekolah dan mendorong literasi digital anak-anak pada berbagai 
tingkat pendidikan, baik di sektor pendidikan formal maupun informal. Ditjen Aptika juga dapat terbantu dalam 
mengembangkan program-program literasi digital yang lebih tertarget pada tingkat desa dengan Kemendes 
PDTT. 

Selain itu, indeks literasi digital dapat menciptakan dampak jangka panjang jika digunakan untuk menilai kinerja 
pemerintah daerah secara tahunan dalam mengupayakan literasi digital, yakni untuk menentukan anggaran bagi 
mereka. Kebijakan ini akan menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan literasi digital 
agar tetap bekerja di atas standar tertentu dalam indeks. 

Memperbaiki Indeks: Mengkaji Ulang Metodologi 
Penilaian Diri
Identifikasi Masalah 
Studi-studi terkait uji keterampilan TIK dan survei keterampilan internet menemukan bahwa penilaian diri (self-
assessment) tidak secara akurat mencerminkan perbedaan kinerja dan cenderung mengestimasikan keterampilan 
lebih atau kurang dari yang sebenarnya (Palczyńska & Rynko, 2020; van Deursen, van Dijk, & Peters, 2012). 
Penilaian diri mengandalkan norma dan kepercayaan pribadi responden tentang apa yang dianggap memuaskan, 
serta tingkat kepercayaan diri dan pemahaman tentang diri mereka sendiri. Hal ini dapat berujung pada evaluasi 
keterampilan dan pengetahuan diri sendiri yang kurang akurat (Aesart et al., 2017; Helsper et al., 2020; Herde et 
al., 2019).12 Penelitian tentang penilaian diri (self-assessment) menunjukkan bahwa kurang lebih 30% responden 
melihat kinerja dirinya secara berlebihan, sementara 10–15% cenderung menilainya kurang dari yang sebenarnya 
(Muszyński et al., 2022; Robins & Beer, 2001). Responden laki-laki lebih banyak menilai keterampilan TIK dan 
internet mereka secara berlebihan daripada perempuan (Hargittai & Shafer, 2006; Palczyńska & Rynko, 2020; van 
Deursen, van Dijk, & Peters, 2011).

12 Responden dalam survei penilaian diri rentan terhadap bias daya tarik sosial (social desirability), yaitu ketika seseorang enggan mengakui bahwa 
mereka tidak pandai melakukan sesuatu (Helsper et al., 2020).
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Potensi-potensi bias ini tampak pada indeks literasi digital 2022. Perwakilan Kemenkominfo dan mitra 
penelitiannya, Katadata Insight Center, khawatir bahwa responden yang menilai kompetensi dirinya kurang 
dari yang sebenarnya berkontribusi terhadap penurunan skor indeks (terutama pada digital culture) (acara 
dengan Katadata Insight Center & Kemenkominfo, 2023). Mereka berpendapat bahwa penilaian diri yang 
akurat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan digital culture membutuhkan kapasitas keterampilan berpikir 
kritis yang mungkin tidak dimiliki semua responden (ibid). Selain itu, responden laki-laki dalam indeks literasi 
digital 2023 memiliki skor yang lebih tinggi daripada perempuan di semua pilar literasi digital kecuali untuk 
digital culture. Karena kecenderungan laki-laki untuk menilai diri secara berlebihan dalam penilaian mandiri 
telah banyak terbukti pada penilaian keterampilan TIK dan internet, temuan-temuan ini menunjukkan urgensi 
untuk mengevaluasi kembali metodologi penilaian diri (Hargittai & Shafer, 2006; Palczyńska & Rynko, 2020; van 
Deursen, van Dijk, & Peters, 2011). 

Rekomendasi
Ditjen Aptika seyogianya menerapkan penilaian berbasis kinerja untuk memvalidasi keterampilan literasi 
digital yang dilaporkan secara mandiri (OECD, 2013; UNESCO, 2019).13 Ditjen Aptika dapat mempertimbangkan 
Penilaian Literasi TIK iSkills (iSkills Assessment for ICT Literacy) dari Educational Testing Servic’e (ETS), sebuah 
penilaian berbasis skenario dan kinerja yang mengevaluasi keterampilan literasi TIK siswa dengan meminta 
siswa melakukan berbagai simulasi literasi TIK, seperti skenario menggunakan surel atau peramban web (Katz, 
2007). Penilaian berbasis skenario ini sangat relevan dengan indeks literasi digital karena banyak skenario dalam 
penilaian ini sesuai dengan tugas-tugas yang tertera pada bagian keterampilan digital dalam indeks. 

Misalnya, indeks menanyakan kepada responden apakah mereka bisa mengunduh dan mengunggah fail/
aplikasi serta membandingkan sumber informasi untuk menentukan kebenarannya. Hal-hal ini tercakup dalam 
tugas-tugas pada Penilaian iSkills dari ETS. Dibandingkan dengan penilaian diri, format ini lebih efektif dalam 
mengukur digital skills atau keterampilan digital, khususnya hard skills, karena ia secara langsung mengukur 
pengetahuan (aplikasi teoretis keterampilan digital) dan kemampuan teknis responden dalam mengoperasikan 
perangkat keras dan lunak digital (contoh: menggunakan komputer, memakai peramban web, dsb.) dalam konteks 
penyelesaian masalah (Hargittai, 2005; Helsper & Van Deursen, 2015; Muszyński et al., 2022; Senkbeil et al., 2013; 
van Laar et al., 2020). Selain itu, tugas kinerja berbasis skenario lebih hemat biaya dan praktis untuk diterapkan 
karena dapat dilaksanakan secara daring oleh sampel yang lebih besar daripada uji kompetensi TIK lainnya yang 
membutuhkan pesertanya datang secara langsung (van Laar et al., 2020).

Ditjen Aptika juga perlu menyediakan opsi berbasis kertas untuk mengatasi masalah-masalah terkait keterbatasan 
penggunaan atau akses perangkat keras dan penilaian berbasis internet. Rendahnya tingkat akses internet dan 
ponsel di wilayah-wilayah 3T Indonesia telah menghalangi penerapan program-program literasi digital berbasis 
internet dan perangkat lunak (Pusat Kajian Akuntabilitas Negara DPR, 2022). Ditjen Aptika sebaiknya merujuk 
kepada Uji Literasi Teknologi dan Informasi (Test of Technological and Information Literacy atau TILT), penilaian 
berbasis kertas yang diakui oleh UNESCO yang menggunakan pertanyaan pilihan ganda untuk mengukur tujuh 
komponen literasi TIK sebagaimana dinilai dalam uji iSkills ETS (2007) (Senkbeil et al., 2013; UNESCO, 2019).14  
Ditjen Aptika juga perlu merujuk kepada Survei Keterampilan Penduduk Dewasa PIAAC (PIAAC Survey of Adult 
Skills) dari OECD pada 2016 sebagai studi kasus yang berhasil melaksanakan penilaian kinerja berbasis komputer 
versi kertas di Indonesia (OECD, 2016).15

13 CSIS juga merekomendasikan penggunaan survei berbasis tes untuk melengkapi analisis toolkit G20 (CSIS Indonesia, 2022).
14 iSkills ETS mengidentifikasi dan mengukur tujuh komponen proses literasi TIK: (i) mendefinisikan, yang mencakup pengetahuan dasar pengoperasian 
perangkat keras dan lunak; (ii) kemampuan mengakses dan menerima informasi dari peramban internet; (iii) mengelola dan memproses informasi; (iv) 
membuat dan menyunting dokumen/fail; (v) mengintegrasikan, atau kemampuan menerima dan membandingkan informasi; (vi) mengevaluasi atau 
menilai kredibilitas informasi yang diterima; dan (vii) kemampuan mengomunikasikan informasi secara bermakna (dengan pantas dan dalam bentuk 
yang dapat dipahami).
15 OECD menyediakan opsi berbasis kertas untuk komponen penilaian berbasis komputer pada aspek literasi dan numerasi. OECD tidak menyediakan 
opsi berbasis kertas untuk penilaian keterampilan operasional. 
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Kemampuan untuk mengenali “berita palsu” (hoaks) juga dapat diukur dengan lebih baik melalui penilaian berbasis 
observasi dan kinerja daripada penilaian diri oleh responden.16 Banyak responden menilai secara berlebihan 
kemampuan mereka mengenali berita palsu dalam penilaian mandiri dan ternyata mendapatkan skor buruk 
ketika diukur menggunakan penilaian berbasis kinerja, sebagaimana terbukti pada penelitian yang dilakukan 
di Amerika Utara dan Asia Tenggara (Lyons et al., 2020; TrustedWeb, 202117). Penilaian berbasis observasi dan 
kinerja sepatutnya digunakan untuk mengukur kompetensi dan literasi media untuk melengkapi penilaian diri 
(Bühler et al., 2020). 

Ditjen Aptika sebaiknya menerapkan uji kemampuan membedakan (discernment ability test) sebagai penilaian 
berbasis kinerja untuk mengukur kemampuan mengenali hoaks/berita palsu (Lyons et al., 2020).18 Dalam 
penilaian berbasis kinerja ini, Ditjen Aptika harus menunjukkan judul berita yang benar dan palsu secara acak. 
Penilaian indeks yang digunakan saat ini meminta responden untuk mengevaluasi isu-isu berita suatu topik 
untuk membedakan berita palsu hanya dengan menyajikan judul berita palsu kepada responden. Ini dapat 
mengakibatkan responden melakukan tebakan hipotesis (hypothesis guessing), yakni ketika mereka berasumsi 
bahwa semua judul adalah palsu hanya karena mereka ditanya mengenai berita palsu (Choi & Pak, 2005).19  
Dengan memasukkan judul berita yang benar maupun palsu secara acak, Ditjen Aptika meningkatkan reliabilitas 
butir pertanyaan dan mengurangi kemungkinan bias respons karena responden menebak (Goodhue & Loiacono, 
2002). 

Penilaian berbasis kinerja adalah alat ukur hard skills, seperti keterampilan digital dan kemampuan mengenali 
hoaks, yang lebih efektif. Teknik ini membutuhkan pertanyan-pertanyaan yang memiliki satu tanggapan atau 
solusi yang benar, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terlalu berkaitan dengan evaluasi keterampilan 
lunak yang membutuhkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis (van Laar et al., 2020). Ini membuat 
penilaian berbasis kinerja kurang cocok untuk mengevaluasi digital culture dan digital ethics. Maka dari itu, 
Ditjen Aptika seyogianya mempertahankan penilaian diri (self-assessment) jika ada upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi bias respons yang disebutkan di atas. 

Ditjen Aptika perlu menggunakan teknik klaim berlebihan (overclaiming technique) untuk mengatasi isu estimasi 
berlebihan dalam penilaian keterampilan secara mandiri. Teknik ini menyebarkan lima pertanyaan pengecoh20  

yang meminta responden untuk mengevaluasi kompetensi mereka dalam suatu keterampilan yang sebenarnya 
tidak ada di dalam proses penilaian diri. Teknik klaim berlebihan ini digunakan oleh The Digital Framework for 
Citizens (DigComp 2.1) dari European Commission yang menunjukkan bahwa reliabilitas hasil penilaian meningkat 
secara signifikan ketika skor klaim berlebihan yang tinggi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan (Muszyński et 
al., 2022).21  Teknik klaim berlebihan praktis dan hemat biaya karena dapat diterapkan secara bersamaan dengan 
pengumpulan dan pengolahan data indeks. Metode yang relatif tidak mencolok ini juga menghindari kemungkinan 
responden tidak kooperatif karena tidak perlu memberi tahu responden tentang pertanyaan pengecoh dan tidak 
ada tekanan waktu (Paulhus et al., 2003). 

16 Indeks literasi digital mengukur kemampuan untuk mengenali hoaks dengan memberikan pertanyaan penilaian pribadi seperti “Seberapa yakin Anda 
dengan kemampuan Anda mengidentifikasi/mengenali misinformasi/berita salah/hoaks?” dengan pilihan jawaban “Sangat yakin”, “yakin”, “Netral”, dan 
“Tidak yakin”.
17 Survei menunjukkan bahwa 90% responden sangat yakin bahwa mereka dapat mengidentifikasi berita palsu. Namun, 37% responden masih 
menyebarkan konten daring palsu atau menyesatkan secara tidak sengaja (TrustedWeb, 2021).
18 Penilaian ini menyajikan 12 judul berita (kombinasi judul berita benar dan salah) kepada responden dan menanyakan mereka untuk mengevaluasi 
keakuratan setiap judul berita menggunakan skala empat poin (“Sangat tidak akurat” hingga “Sangat akurat”). Selisih skor antara jumlah judul berita 
yang benar dan salah yang diidentifikasi dengan benar kemudian dihitung dan dibandingkan dengan kemampuan yang dinilai sendiri oleh responden 
untuk mengenali berita salah (Lyons et al., 2020).
19 Tebakan hipotesis adalah bias yang lazim ditemukan dalam kuesioner. Responden dapat secara sistemis mengubah tanggapan surveinya ketika 
mereka menyadari hipotesis studi ketika proses mengisi (Choi & Pak, 2005). 
20 Pertanyaan pengecoh secara sengaja dibuat salah dan merujuk kepada alat atau layanan yang sebenarnya tidak ada. Maka dari itu, jika responden 
menyatakan mereka mengerti istilah-istilah buatan tersebut, hal tersebut berarti bahwa mereka memiliki keyakinan yang berlebihan atau bias sehingga 
mereka dikecualikan dari penilaian mandiri.
21 Serupa dengan indeks literasi digital Kemenkominfo, DigComp 2.1 bertujuan mengukur kompetensi dan literasi digital dalam domain-domain seperti 
keamanan, komunikasi dan kolaborasi (netiket, digital ethics, digital culture ), dan literasi informasi dan data (keterampilan digital) melalui sejumlah 
pertanyaan penilaian mandiri yang mengukur pengetahuan (misalnya, “Saya mengerti ini”), keterampilan (“Saya dapat melakukan ini”), dan sikap (“Ya/
tidak terlalu/tidak sama sekali”) responden terkait literasi digital.
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Memperbaiki Indeks: Membedakan Analisis 
Hasil Survei untuk Memastikan Keterwakilan 
Kelompok Masyarakat Rentan 
Identifikasi Masalah   
Praktik-praktik terbaik dari sejumlah uji literasi terkemuka, termasuk Trends in International Mathematics and 
Science Study (TIMSS) dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), sangat merekomendasikan 
pengambilan sampel yang ketat demi menghasilkan perkiraan keterampilan yang akurat dengan memastikan 
bahwa kelompok sampel mewakili target populasi (Chetty et al., 2018; Joncas & Foy, 2012). 

Pengukuran-pengukuran literasi digital sebelumnya telah berupaya mengambil sampel secara ketat dengan 
memastikan bahwa sampelnya meliputi semua rentang usia (Ali et al., 2023; Hargittai et al., 2018), tetapi sebagian 
besar studi ini dilakukan di negara-negara maju (terutama Eropa), dan di negara-negara ini, usia menjadi prediktor 
utama literasi digital (Ali et al., 2023; Hargittai et al., 2018). Negara-negara berkembang memiliki karakteristik 
demografis terkait literasi digital yang lebih luas (misalnya, pendidikan, gender, dan tingkat pendapatan) karena 
mereka memiliki hambatan akses internet dan pelatihan yang berbeda-beda (Thies, 2015; Vashistha et al. 2019, 
Qazi et al. 2021 sebagaimana dikutip dalam Ali et al., 2023). Maka dari itu, penilaian literasi digital yang akurat 
di negara-negara berkembang membutuhkan kelompok sampel yang menangkap lebih dari sekadar kelompok 
usia. 

Indeks literasi digital kurang mewakili berbagai segmen demografis dalam analisisnya, khususnya anak-anak 
usia sekolah dan responden di daerah perdesaan. Hal ini menyebabkan indeks kurang dapat menghasilkan 
estimasi keterampilan yang akurat pada seluruh karakteristik demografis yang memengaruhi literasi digital 
serta menghalangi Ditjen Aptika dalam mengembangkan pelatihan literasi digital yang tertarget dan sesuai.

Rekomendasi  
Untuk memastikan bahwa indeks literasi digital memberikan gambaran umum literasi digital yang menyeluruh, 
Ditjen Aptika perlu mengembangkan unit perdesaan sebagai segmen demografis spesifik dalam indeks, seperti 
halnya sektor-sektor seperti pendidikan dan pemerintah dibedakan (Kemenkominfo & Katadata, 2023).22  Analisis 
ini akan didukung lebih lanjut jika kriteria mengakses internet dalam tiga bulan terakhir tidak diberlakukan untuk 
partisipan dari daerah perdesaan–dengan pemahaman bahwa kriteria ini mengecualikan banyak masyarakat 
daerah perdesaan dan terpencil di Indonesia–untuk menghasilkan penilaian literasi digital yang akurat. 

Bagian analisis literasi digital dalam indeks di sektor pendidikan juga harus membedakan antara siswa dan guru 
serta memisahkan anak-anak dari orang dewasa untuk memastikan bahwa kelebihan dan tantangan masing-
masing kelompok terwakili dengan baik dalam indeks. Siswa juga harus diberi kuesioner penilaian diri dan 
uji berbasis kinerja untuk menilai kompetensi digital mereka. Langkah-langkah ini tidak hanya akan menutup 
kesenjangan data, tetapi juga memberikan wawasan yang berarti terkait faktor-faktor yang berkontribusi 
terhadap disparitas literasi digital pada kelompok-kelompok yang kurang terwakili ini. Ini akan membantu 
pemerintah menyesuaikan dan mengembangkan program-program literasi digital supaya lebih tertarget dan 
efektif bagi berbagai segmen masyarakat. 

22 Bagian 4.4 dari Laporan Indeks Literasi Digital 2023 melihat status literasi digital berbagai segmen masyarakat yang dikategorisasikan berdasarkan 
pekerjaan.
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•	 Perbaiki hasil analisis survei untuk membedakan berbagai segmen masyarakat, 
terutama mereka yang membutuhkan lebih banyak dukungan literasi digital
Ditjen Aptika perlu membuat bagian analisis tersendiri untuk kelompok masyarakat perdesaan, 
guru, mahasiswa, dan anak-anak usia sekolah untuk memahami kebutuhan dan tantangan spesifik 
mereka yang berhubungan dengan literasi digital. 

Ditjen Aptika perlu mengacu kepada bagian analisis yang sudah ada tentang wilayah 3T dan analisis 
berbasis pekerjaan untuk susunan analisis tersendiri ini. 

Analisis untuk kelompok-kelompok ini seyogianya menggunakan penilaian diri maupun penilaian 
berbasis kinerja. 

Wawasan dari analisis yang lebih spesifik ini dapat digunakan oleh Kemenkominfo dan Kemendes 
PDTT untuk mengembangkan dukungan literasi digital yang sesuai untuk kelompok-kelompok 
masyarakat rentan tersebut. Hal tersebut dapat meliputi dukungan adopsi teknologi oleh pemerintah 
desa setempat dan adopsi teknologi di sekolah untuk mendukung siswa dan guru. 

•	 Pastikan bahwa metode penilaian dapat mengukur kompetensi digital secara 
akurat 
Ditjen Aptika harus mengintegrasikan penilaian berbasis kinerja ke dalam proses evaluasi mereka 
guna mengukur hard skills, seperti keterampilan digital dan kemampuan mengenali berita palsu, 
secara akurat. 

Untuk mengevaluasi kemampuan mengenali berita palsu, uji berbasis kinerja harus berisi 
pertanyaan-pertanyaan acak untuk mencegah responden menjawab dengan cara menebak. 

Ditjen Aptika perlu melakukan penilaian-penilaian ini melalui uji berbasis perangkat lunak, 
dengan opsi uji berbasis kertas untuk mengakomodasi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki 
keterbatasan infrastruktur digital dan konektivitas internet.

Untuk keterampilan lunak, seperti digital ethics dan digital culture, Ditjen Aptika harus meningkatkan 
reliabilitas metodologi penilaian mandirinya melalui teknik kualitas data, seperti teknik klaim 
berlebihan (overclaiming technique), untuk mengantisipasi kecenderungan responden yang menilai 
keterampilan dirinya secara berlebihan. 

•	 Integrasikan temuan-temuan indeks ke dalam rancangan program literasi digital
Ditjen Aptika harus memanfaatkan wawasan yang diperoleh dari penilaian yang telah diperbaiki 
sebagai dasar rancangan program-program pelatihan literasi digitalnya, yaitu dengan 
menyesuaikannya dengan berbagai tantangan, keterampilan, dan kapasitas masing-masing target 
demografi. Program-program ini perlu dirancang dengan format dan muatan yang memenuhi 
kebutuhan setiap kelompok.

Ditjen Aptika perlu menjalin kemitraan kolaboratif untuk menyediakan program-program pelatihan 
literasi digital yang tertarget dan efektif untuk membekali individu dan masyarakat dengan 
keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di zaman digital ini.

Data indeks dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan 
literasi digital, dan progresnya dapat dijadikan dasar penetapan alokasi anggaran.

Ringkasan Rekomendasi Kebijakan   
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Lampiran A.
Perubahan dan Kontinuitas Indeks Literasi Digital 2020, 2021, dan 2022

Tujuan penelitian

Target demografi 

Metode 
pengumpulan data

Kerangka penelitian 

Menilai kondisi literasi digital nasional seluruh masyarakat Indonesia

Mengembangkan 
kerangka kerja untuk 
mengukur literasi 
digital di 34 provinsi di 
Indonesia

Semua warga negara 
Indonesia berusia 
13–70 tahun yang 
telah mengakses 
internet. Sampel survei 
mencakup 34 provinsi. 

Menyesuaikan kerangka 
kerja indeks untuk 
mengukur literasi digital 
dengan Peta Jalan 
Literasi Digital Ditjen 
Aptika 2020–2024

Mendalami perilaku dan 
kebiasaan masyarakat 
Indonesia terkait 
teknologi dan media 
digital

1.	 A Global Framework 
of Reference on 
Digital Literacy 
Skills (UNESCO, 
2018) 

2.	 Peta Jalan Literasi 
Digital Ditjen Aptika 
2020–2024

“A Global Framework 
of Reference on 
Digital Literacy Skills” 
(UNESCO, 2018)

Semua warga negara Indonesia berusia 13–70 tahun 
yang telah mengakses internet dalam tiga bulan 
terakhir. Sampel survei mencakup 34 provinsi. 

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung. Responden 
dipilih melalui pemilihan sampel acak multitahap dari tingkat provinsi hingga 
rumah tangga. Responden dari setiap unit rumah tangga dipilih menggunakan 
metode kish grid.

Menilai kesiapan 
Indonesia untuk 
menerapkan 
Undang-Undang (UU) 
Perlindungan Data 
Pribadi

Menilai kelayakan 
infrastruktur digital 
untuk kompetensi digital 
di Provinsi Kalimantan 
Timur dalam konteks 
pembangunan Ibu Kota 
Nusantara (IKN)

Mengevaluasi status 
literasi digital daerah 3T

Mendokumentasikan 
dampak-dampak 
literasi digital terhadap 
produktivitas kerja dan 
belajar masyarakat 
Indonesia

1.	 A Global Framework 
of Reference on 
Digital Literacy Skills 
(UNESCO, 2018)

2.	 Peta Jalan Literasi 
Digital Ditjen Aptika 
2020–2024

3.	 G20 Toolkit for 
Measuring Digital 
Skills and Digital 
Literacy: Framework 
and Approach (CSIS, 
2022)

Kriteria Indeks Literasi Digital 
2020

Indeks Literasi Digital 
2021

Indeks Literasi Digital
2022 
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Indikator-indikator 
literasi digital

Metodologi penilaian 

Mengukur empat 
subindeks:
1.	 Informasi dan literasi 

data
•	 Informasi dan 

literasi data
•	 Berpikir kritis

2.	 Komunikasi dan 
kolaborasi
•	 Kemampuan 

berkomunikasi
•	 Etika dalam 

teknologi

3.	 Keamanan
•	 Keamanan data 

pribadi dan 
privasi

•	 Keamanan 
perangkat

4.	 Kemampuan 
teknologi
•	 Penggunaan 

teknologi digital

Mengukur empat pilar: 
1.	 Digital Skill 

(sebelumnya 
subindeks informasi 
dan literasi data 
dan subindeks 
kemampuan 
teknologi)

2.	 Digital Culture 
(sebelumnya 
kemampuan 
berkomunikasi)

3.	 Digital Ethics
	 (sebelumnya etika 

dalam teknologi)

4.	 Digital Safety
        (sebelumnya               	
        subindeks                        	
        keamanan)

Penilaian diri dalam format kuesioner. Responden harus menilai kompetensi digital 
mereka sendiri dan memberi nilai pada skala Likert (1 hingga 5). 

Responden juga harus menyelesaikan serangkaian butir pertanyaan untuk menilai 
tingkat paparan mereka terhadap hoaks, kemampuan mengenali hoaks, dan 
bagaimana mereka mengonsumsi berita daring. 

Mengukur empat pilar: 
1.	 Digital Skill

•	 Mengintegrasikan 
pilar Empowerment 
(Pemberdayaan) 
dari toolkit 
G20 dengan 
kemampuan 
menggunakan alat 
keuangan digital 
dan lokapasar 
(marketplace); 

•	 Mengintegrasikan 
pilar Literacy 
(Literasi) dari 
toolkit G20 dengan 
komunikasi dan 
berpikir kritis

2.	 Digital Culture
•	 Mengintegrasikan 

pilar Literacy 
(Literasi) dari 
toolkit G20 dengan 
penggunaan data 
dan alat TIK

3.	 Digital Ethics

4.	 Digital Safety
•	 Mengintegrasikan 

pilar Literacy 
(Literasi) dari 
toolkit G20 
dengan perilaku 
dan kebiasaan 
responden 
terkait alat digital 
dan keamanan 
(perlindungan data 
pribadi).
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Mengkaji Hambatan 
Pembelajaran Jarak Jauh di 
Indonesia di Masa Pandemi 

Covid-19

Memajukan Keterampilan 
Literasi Digital Siswa 
melalui Pemutakhiran 

Kurikulum Sekolah 

Persepsi Orang Tua 
terhadap Pembelajaran 

Tatap Muka

Menarik Penanaman Modal 
Asing (PMA) Pasca Covid-19 

Melalui Penyederhanaan 
Kerangka Kerja Peraturan 

Indonesia

Kerahasiaan Data dalam 
Peraturan Perundang-

Undangan Perlindungan Data 
Pribadi di Indonesia

Primum Non Nocere: 
Sebuah Pendekatan Kebijakan 

untuk Investasi Farmasi 
di Indonesia

Siapa yang Bertanggung Jawab 
atas Konten Buatan Pengguna 

(UGC) pada Platform Digital 
di Indonesia?

Perjanjian Regional 
Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP):
Peluangnya bagi Indonesia 

dan Langkah Pemanfaatannya 
Sebuah Perspektif Internal

Perlindungan Keamanan Siber 
di Indonesia
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